
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  55  TAHUN 2008 

TENTANG 

PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan  ketentuan Pasal 2A ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang 

Ekspor; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

 

 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 

75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4661); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN BEA 

KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR. 

 

BAB  I  . . . 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 

1. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-

undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap 

barang ekspor. 

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang 

meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di 

atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi 

Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku 

undang-undang mengenai kepabeanan. 

3. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban 

pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang 

mengenai kepabeanan. 

4. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang 

dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban 

pabean di bidang ekspor, dalam bentuk dan syarat yang 

ditetapkan dalam undang-undang mengenai kepabeanan. 

5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 

7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal 

Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu 

untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan undang-

undang mengenai kepabeanan. 

8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari 

Daerah Pabean. 

9. Eksportir adalah orang perseorangan atau badan yang 

melakukan ekspor. 

10. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk 

penghitungan Bea Keluar. 

11. Tarif Bea Keluar adalah klasifikasi barang dan 

pembebanan Bea Keluar. 

BAB  II  . . . 
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BAB II 

TATA CARA PENGENAAN BEA KELUAR 

Pasal 2 

(1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar. 

(2) Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan tujuan untuk: 

a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;  

b. melindungi kelestarian sumber daya alam;  

c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari 

komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau  

d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam 

negeri.  

(3) Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul 

menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 

perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga 

pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.  

(4) Menteri dapat mengecualikan pengenaan Bea Keluar 

terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal:  

a. barang perwakilan negara asing beserta para 

pejabatnya yang bertugas  di Indonesia berdasarkan 

asas timbal balik; 

b. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan 

tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum 

serta barang untuk konservasi alam; 

c. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan 

ilmu pengetahuan; 

d. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; 

e. barang pindahan; 

f. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, 

pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai 

pabean dan/atau jumlah tertentu; 

 

g. barang . . . 
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g. barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; 

atau 

h. barang ekspor yang akan diimpor kembali. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 

pengecualian pengenaan Bea Keluar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan 

Peraturan Menteri.  

 

Pasal 3 

(1) Bea Keluar dikenakan berdasarkan Tarif Bea Keluar. 

(2) Untuk penetapan Tarif Bea Keluar, barang ekspor 

dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Tarif Bea Keluar  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga 

Ekspor (advalorum) atau secara spesifik. 

(4) Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi: 

a. 60% (enam puluh persen) dari Harga Ekspor, dalam hal 

Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase 

dari Harga Ekspor (advalorum); atau 

b. nominal tertentu yang besarnya equivalen dengan 60% 

(enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara 

spesifik. 

(5) Tarif Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat 

pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan 

tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau 

menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/  

kepala badan teknis terkait.  

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan 

persentase dari Harga Ekspor (advalorum), Bea Keluar 

dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  

 Tarif Bea Keluar x Jumlah Satuan Barang x Harga Ekspor 

x Nilai Tukar Mata Uang. 

(2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik, Bea 

Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  

 Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata 

Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata 

Uang. 

Pasal 5 

(1) Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar ditetapkan 

oleh Menteri sesuai harga patokan ekspor yang ditetapkan 

secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi  

dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non 

departemen/kepala badan teknis terkait. 

(2) Dalam hal Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) untuk periode berikutnya belum ditetapkan oleh 

Menteri, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode 

sebelumnya. 

Pasal 6 

(1) Eksportir bertanggung jawab atas Bea Keluar.  

(2) Bea Keluar  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 2 ayat 

(1) dihitung berdasarkan Tarif Bea Keluar dan/atau Harga 

Ekspor yang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean 

Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean.  

(3) Bea Keluar harus dibayar dalam mata uang rupiah. 

(4) Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan 

dan pembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang 

yang berlaku pada saat pembayaran. 

Pasal 7 

(1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan 

Pemberitahuan Pabean Ekspor. 

(2) Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di 

atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.  

 

(3)  Pengurusan . . . 


